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PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Pare
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Mei 1998,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jalan Chalik, RT.003/RW.004, Kelurahan
Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki
Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Agustus 1996,
agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
pendidikan SLTA, tempat kediaman diJalan
Dr.  Ratulangi, Kelurahan  Salobulo,
Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Parepare pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara
Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota
Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/72/1V/2014,
tertanggal 16 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal.di rumah orang tua
Tergugat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara
Utara, Kota Palopo, selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak yang bernama Najwa Putri Ramadhani
binti Primananda, Umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini berada
dalam pemeliharaan Penggugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014 antara
Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena:
a. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan ketika
Penggugat menegur agar menghilangkan kebiasaanya tersebut,
Tergugat malah marah, bahkan Tergugat membawa anak Penggugat
dan Tergugat ke Kota Kendari tanpa sepengetahuan Penggugat.
b. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras.
c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, salah
satunya bernama Suci .
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 April 2019
disebabkan karena Tergugat menelpon dengan selingkuhannya yang
bernama  Nisa di hadapan Penggugat dan ketika Penggugat
menasehati Tergugat untuk tidak seperti itu, Tergugat justru marah dan
memukul seluruh tubuh Penggugat, sehingga hal tersebut membuat
Penggugat merasa kecewa. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat.
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6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak tanggal 3 April 2019 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan
lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap
Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain,mohon putusan
yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan
alasan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut
perkara dengan alasan mencari alamat Tergugat yang jelas, maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak
perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya
dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin mencari alamat
Tergugat yang jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 324.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H.
Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Dr. Sitti

Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim
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Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh  Dra. Nurhidayah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Hadira Dr. Hj. Hasnaya H. Abd Rasyid,
M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H

Perincian biaya :
- PNBP :Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 205.000,00
- Meterai 'Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
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